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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh

penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam
peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang NO. 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana
yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mekanisme prosesnya belum
diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat
dilakukan secara maksimal. Hasil penilitian menjelaskan bahwa
Proses Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi
dilakukan dengan cara nama atau identitas Saksi Pelapor disamarkan
atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberikan perlindungan dan
rasa aman kepada saksi pelapor berserta keluarganya dan harta
bendanya. Proses tersebut justru belum bisa memberikan perlindungan
secara maksimal kepada Saksi Pelapor.

2. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor
dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam

Undang-undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada



72

masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum
saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem
perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang LPSK. Kurangnya peran serta LBKH atau LBH dan LSM
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Kendala
lain yaitu kendala internal yang hadapi LPSK masih minin peran
lembaga sistem peradilan pidana terpadu dan daya jangkau LPSK
tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat. Kendala
ektesternal yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai

kewenangan LPSK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala

keterbatasan dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Saksi Pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk mendapatkan
jaminan kepastian memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk
perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,
serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak
pidana korupsi berhak untuk memberikan keteragan terhadap aparat
penegak hukum yang menangani tindak pidana Kkorupsi tanpa
mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Mekanisme proses

perlindungan saksi pelapor harus lebih diperjelas, dilengkapi bahkan
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dikhususkan dengan tujuan memberikan hak dan rasa aman bagi saksi
pelapor.

. Sarana dan prasarana dalam menunjang proses perlindungan saksi
pelapor tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan. Konsistensi
terhadap aturan hukum yang berlaku harus menjadi patokan utama,
selain itu peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat umum lebih giat dilaksanakan.
Koordinasi antara lembaga penegak hukum mengenai kewengan
LPSK lebih intensif agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai

kewenangan tersebut
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